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Abstract 
This study aims to examine the validity of remote witness examination 
(teleconference) at trials during the Covid-19 pandemic and the eviden-
tiary power of remote witness examination (teleconference) at court 
hearings. This study uses normative legal research methods. The re-
sults showed that the use of teleconferences in criminal trials is legal / 
valid in order to obtain material truth, by applying the provisions of 
the Criminal Procedure Code in principle not violating the provisions 
of the applicable Law and as long as the witness meets the following 
conditions: a) Witnesses must first take an oath. b) Witness testimony 
is stated orally through audio-visual communication devices/ telecon-
ference at the trial. c) The content of the testimony must be about what 
the witness saw, heard, and experienced, and mention the reason for 
the knowledge. d) The witness testimony is consistent with each other. 
The evidentiary power of testimony through video conferencing in 
criminal trials is strong. 
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Abstraks 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi 
jarak jauh (teleconference) pada persidangan di masa pandemi covid-19 
dan kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) 
pada sidang pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian 
hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan telecon-
ference dalam persidangan perkara pidana adalah legal/sah guna mem-
peroleh kebenaran materil, dengan menerapkan ketentuan KUHAP 
prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku 
dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Saksi 
harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. b) Keterangan saksi 
dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual/ telcon-
frence di persidangan. c) Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi 
lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasam dari penge-
tahuannya itu. d) Keterangan saksi itu saling bersesuain satu sama 
lain. Kekuatan pembuktian kesaksian melalui video conference dalam 
persidangan perkara pidana adalah kuat.  
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1. Pendahuluan  

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Co-
vid-19), yang terjadi saat ini menimbulkan 
berbagai dampak pada aspek kehidupan 
(Tiirinki et al., 2020; Desson et al., 2020; dan 
Higginson et al., 2020). Pandemi Covid-19 te-
lah merubah cara berpikir, bersikap, dan 
bertindak setiap individu dalam interaksi 
sosial, bahkan telah mempengaruhi sistem 
penegakan hukum (Townend & Magrath, 
2021; Kamber & Markić, 2021; dan Legg, 
2021). Praktik peradilan pidana terpaksa me-
lenturkan perspektif hukum acara dengan 
mengizinkan hadirnya perangkat peradilan 
secara virtual menggantikan fisik kehadir-
annya di pengadilan (The Law Society of 
England and Wales, 2018). 

Sebanyak 1.509 kasus pidana diadili 
secara virtual dan serentak di Indonesia. Pa-
da dasarnya susunan sidang pidana telecon-
ference perkara yang dibuat badan peradilan, 
para pihak yang tidak terlibat kontak secara 
langsung karena masing-masing berada di 
tempat yang berbeda (Corsi, 1978; Syarifud-
din, 2020; dan Ligasetiawan et al., 2022). Te-
tapi dalam pelaksanaannya terdapat ber-
bagai permasalahan baik yuridis dan aspek 
teknis (Edge, 2013). Terkait dengan pengadi-
lan virtual hukum acara pidana juga belum 
ditetapkan secara jelas dan tegas (Syarnubi 
et al., 2019; dan Bar-Siman-Tov, 2020). Pera-
turan perundang-undangan juga masih me-
ngakomodir pemeriksaan menggunakan sa-
rana audio visual seperti video teleconference 
yang diatur dalam beberapa yurisprudensi 
dan beberapa undang-undang yaitu un-
dang-undang tentang terorisme, perlindung-
an saksi dan korban, pemberantasan perda-
gangan orang, serta sistem peradilan anak 
(Hecht et al., 2009). Apabila tidak diatasi de-
ngan mencari solusi secara bijaksana, hal ter-
sebut dapat menimbulkan permasalahan hu-
kum berupa kekosongan hukum (leemten in 
het recht).  

Pemberian kesaksian melalui sarana e-
lektronik baik saksi, ahli maupun terdakwa 
hanya dituangkan dalam Peraturan Mahka-

mah Agung Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persi-
dangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik, walaupun secara khusus menge-
nai penggunaan audio visual (teleconference) 
dalam memberikan keterangan di muka per-
sidangan masih belum diatur dalam perun-
dang-undangan. Kesaksian yang disampai-
kan melalui teleconference merupakan lang-
kah besar yang baru dalam dunia hukum, 
khususnya Hukum Acara Pidana di Indone-
sia, namun di dalam KUHAP pemeriksaan 
saksi jarak jauh (teleconference) tidak diatur.  
Karena pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 
167 ayat (1) bahwa kehadiran saksi “di-
tuntut” secara fisik di ruang siding, sehingga 
penggunaan teleconference dalam memberi-
kan keterangan dan atau kesaksian di depan 
persidangan bertentangan dengan ketentuan 
KUHAP.  

Sistem pembuktian dalam hukum aca-
ra pidana Indonesia yang dikenal dengan 
sistem pembuktian negatif (negatief weetlijk 
bewijsleer) dan yang dicari oleh hakim adalah 
kebenaran materiil (Hermansyah, 2020; Il-
miyah, 2020; dan Kumala, 2021). Hal ini da-
pat pula dilihat dalam ketentuan KUHAP 
pasal 183, yang menyebutkan bahwa hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada se-
orang kecuali, apabila dengan sekurang-ku-
rangnya dua alat bukti yang sah, dan mem-
peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pi-
dana benar-benar terjadi serta terdakwalah 
yang bersalah melakukannya.  

Berdasarkan dari latar belakang masa-
lah yang telah diuraikan di atas, maka pe-
nelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan 
pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) 
pada persidangan di masa pandemi covid-19 
dan kekuatan pembuktian pemeriksaan sak-
si jarak jauh (teleconference) pada sidang pe-
ngadilan.  

2. Metode 

Kajian ini menggunakan metode pene-
litian hukum normatif karena mengkaji dan 
menganalisis Keabsahan Pemeriksaan Saksi 
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Jarak Jauh (Teleconference) pada Persidangan 
di Masa Pandemi Covid-19. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Sistem pembuktian adalah pengaturan 
tentang macam-macam alat bukti yang boleh 
dipergunakan, penguraian alat bukti, dan 
dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti 
itu dipergunakan serta dengan cara bagai-
mana hakim harus membentuk keyakinan-
nya di depan sidang pengadilan (Alfitra, 
2011: 28). Terdapat 2 (dua) sistem pembukti-
an secara teori yaitu pembuktian secara po-
sitif (alat bukti ditentukan oleh undang-un-
dang) dan sistem pembuktian secara negatif 
(alat bukti oleh undang-undang dan ke-
yakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183, 
maka KUHAP menganut sistem pembuktian 
secara negatif. Teknologi telah merambah se-
mua sisi kehidupan tak terkecuali bidang 
hukum. Salah satu perubahan yang funda-
mental adalah telah diperkenalkannya cara 
pemeriksaan saksi jarak jauh dengan me-
manfaatkan teknologi multimedia yang di-
kenal dengan teleconference. 

Dimana pertemuan tersebut menggu-
nakan suara (audio confrence) atau video con-
frence yang memungkinkan peserta konfren-
si saling melihat satu sama lain dalam waktu 
nyata, waktu sesungguhnya, yang dimaksud 
dengan pemeriksaan saksi secara jarak jauh 
(teleconference) dimana pembuktiannya di-
mana saksi keberadaannya tidak hadir di 
dalam sidang pengadilan, melainkan saksi 
tersebut berada di luar pegadilan. Tetapi 
saksi tersebut tetap melakukan kesaksian de-
ngan menggunakan alat komunikasi jarak 
jauh yaitu (teleconference). Pembuktian me-
megang peranan penting dalam proses pe-
meriksaaan di sidang pengadilan. Dengan 
pembuktian inilah ditentukan nasib para 
pihak yang berperkara.  

Sistem pembuktian yang berlaku da-
lam hukum acara pidana, merupakan suatu 
sistem pembuktian di depan pengadilan a-
gar suatu tindak pidana dapat dijatuhkan o-

leh hakim haruslah memenuhi dua syarat 
mutlak yang telah ditentukan dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-
HAP) yaitu, alat bukti yang cukup serta sah 
dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah 
dalam hukum acara pidana diatur dalam ke-
tentuan Kitab Undang-Undang Hukum Aca-
ra Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) ada-
lah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, dan keterangan terdakwa (UU No-
mor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Un-dang-
Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184). 

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dise-
but ada 5 (lima) jenis alat bukti. Kelima jenis 
alat bukti tersebut dapat dianggap cukup 
untuk mengungkapkan kebenaran dari sua-
tu tindak pidana inkonvensional yang ka-
rakteristiknya berbeda dengan tindak pida-
na konvensional. Untuk mengungkapkan 
dan membuktikan terjadinya tindak pidana 
inkonvensional tersebut diperlukan alat 
bukti lain selain yang selama ini dikenal da-
lam KUHAP, misalnya data atau informasi 
yang tersimpan dalam media penyimpanan 
eletronik (Wisnubroto dan Widiartana, 2005: 
100). 

Salah satu alat bukti yang diatur da-
lam KUHAP Pasal 1 Ayat (1) adalah kete-
rangan saksi, keterangan saksi sebagai alat 
bukti ialah apa yang saksi nyatakan di si-
dang pengadilan. Jika dihubungkan dengan 
ketentuan dalam KUHAP Pasal 1 Butir 27, 
maka yang diterangkan oleh saksi dalam si-
dang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa 
yang saksi dengar sendiri, dan apa yang 
saksi alami sendiri (UU Nomor 8 Tahun 1981 
Pasal 1830. Namun pada faktanya sekarang 
keterangan saksi telah mengalami perkem-
bangan, seiring dengan berkembangnya pe-
ngetahuan masyarakat dibidang teknologi 
komunikasi dan informasi saat ini. Dalam 
praktek peradilan pidana keterangan saksi 
tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) 
harus dipersidangan untuk memberikan ke-
saksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradi-
lan Indonesia telah diperkenalkan cara pe-
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merikasaan saksi jarak jauh dengan meman-
faatkan teknologi multimedia yang dikenal 
dengan istilah teleconference. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang 
ketentuan-ketentuan tentang prosedur pe-
meriksaan saksi jarak jauh (teleconference). 
Pemeriksaan saksi jarak jauh tidak jauh beda 
dengan pemeriksaan saksi secara langsung 
hadir di sidang pengadilan yang dimana se-
lama itu memenuhi syarat-syarat yang ada, 
yaitu: harus mengucapkan sumpah.  

Pengucapan sumpah atau janji 160 
ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 
160 ayat (3). “Sebelum saksi memberi ket-
erangan wajib mengucapkan sumpah atau 
janji, dan pengucapan sumpah tersebut dil-
akukan sebelum saksi memberikan kete-
rangan, serta dimungkinkan apabila diang-
gap perlu oleh pengadilan dilakukan sesu-
dah saksi memberi keterangan”. Namun a-
pabila saksi menolak untuk mengucapkan 
sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, 
maka saksi tersebut dapat dikenakan huku-
man penjara yang dilakukan berdasarkan 
penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari 
(Pasal 161 KUHAP). 

Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat 
bukti  

Keterangan saksi yang mempunyai ni-
lai pembuktian adalah keterangan yang di-
tegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu   
Apa yang saksi lihat, dengar dan alami dan 
keterangan saksi dapat dinilai memiliki ke-
kuatan pembuktian maka keterangan itu ha-
rus dinyatakan disidang pengadilan, yang 
dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 
Ayat (1).  

Selain itu sandaran mengenai prose-
dur khusus pemeriksaan saksi secara telecon-
ference dalam dunia Internasional, telah te-
gas diatur dalam ketentuan pasal 22 Statuta 
Yugoslavia 1993, pasal 21 Statuta Rwanda 
1995, dan pasal 68 angka 2 Statuta Roma 
1998 yang intinya menyatakan bahwa pro-
sedur khusus pemeriksaan demi melindungi 

saksi dan/korban, adalah dengan melaku-
kan persidangan in camera atau memberikan 
keterangan dengan sarana elektronik atau 
alat-alat khusus lainnya. Untuk lebih je-
lasnya, berikut penulis uraikan isi ketentuan 
pasal tersebut di atas. Ketentuan pasal 22 
Statuta Yugoslavia 1993 menyebutkan bah-
wa: Pengadilan Internasional wajib membe-
rikan dalam aturan prosedur dan bukti un-
tuk perlindungan korban dan saksi. Tinda-
kan perlindungan tersebut termasuk, namun 
tidak terbatas pada, perilaku dalam proses 
kamera dan perlindungan indentitas korban. 
Ketentuan pasal 21 Statuta Rwanda 1995 
menyebutkan hal yang sama, yaitu Penga-
dilan International untuk Rwanda akan 
memberikan dalam aturan tata kerjanya dan 
bukti untuk perlindungan korban dan saksi. 
Tindakan perlindungan tersebut termasuk, 
namun tidak akan terbatas pada, prilaku da-
lam proses kamera dan perlindungan identi-
tas korban. 

Senada dengan pasal-pasal yang telah 
penulis uraikan sebelumnya, ketentuan pa-
sal 68 angka 2 dalam Statuta Roma 1998 juga 
mengatur mengenai perlindungan saksi dan 
korban, Sebagai pengecualian prinsip audi-
ensin publik diatur dalam pasal 67, Cham-
bers dari Pengadilan dapat, untuk melin-
dungi korban dan saksi atau Terdakwa, me-
lakukan setiap bagian dari proses kamera 
atau memungkinkan penyajian bukti dengan 
khusus elektronik atau lainnya berarti. Se-
cara khusus, langkah-langkah tersebut harus 
diterapkan dalam kasus korban kekerasan 
seksual atau seorang anak yang menjadi kor-
ban atau saksi, kecuali bila diperintah oleh 
Pengadilan, setelah mempertimbangkan se-
mua keadaan, khususnya pandangan korban 
dan saksi. 

Adapun contoh kasus yang pernah ter-
jadi yakni dimana dalam kasus tersebut pe-
meriksaan saksi dilakukan melalui sarana 
elektronik (teleconference). Dalam sidang per-
kara pidana dengan nama terdakwa yang 
bernama Rahadi Ramelan di Pengadilan Ne-
geri Jakarta Selatan yang dimana memeriksa 
saksi Mantan Presiden B.J. Habibie dengan 
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menggunakan teleconference dalam putusan 
Nomor: 354/Pid.B/2002/PN, Jakarta Selat-
an.  Yang dimana dalam kasus tersebut ket-
erangan B.J. Habibie sangat dibutuhkan dan 
pada saat itu B.J. Habibie sedang berada di 
Hamburg Jerman. Dalam pemberian kesak-
sian B.J. Habibie dengan menggunakan sa-
rana elektronik dalam hal ini (teleconference) 
B.J. Habibie didampingi oleh staff Konsultan 
Jendral Republik Indonesia di Hamburg 
Jerman. Setelah pemberian kesaksian mela-
lui teleconference yang dilakukan oleh B.J. 
Habibie, adapun pemeriksaan saksi-saksi ka-
sus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor 
yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat untuk memberi kesaksian mereka se-
cara Teleconference demi alasan keamanan 
dan efisiensi waktu. Pengadilan Negeri Ja-
karta Pusat dengan berbagai pertimbangan 
itu akhirnya mengabulkan permintaan me-
reka untuk memberi kesaksian melalui tele-
conference. Dimana kesaksian dengan cara 
teleconference tersebut dilakukan di Kota Dili, 
sementara terdakwa berada di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. 

Adapun contoh putusan yang memin-
ta untuk melakukan pemeriksaan saksi jarak 
jauh atau teleconference namun pengadilan 
tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak 
jauh dengan sarana teleconference yaitu da-
lam kasus Schapelle Leigh Corby putusan No. 
112 PK/Pid/2006 yang meminta pemerik-
saan saksi jarak jauh yang dimana saksi be-
rada di Australia namun pengadilan negri 
Denpasar tidak mengabulkan pemeriksaan 
saksi jarak jauh atau teleconference namun 
setelah melalui sistem pengacara Schapelle 
Leigh Corby melakukan banding dalam pu-
tusan majelis hakim menyayangkan tidak 
mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh 
tersebut. Jadi berdasarkan analisa penulis 
karena yang dicari dalam hukum pidana 
adalah kebenaran materil maka majelis ha-
kim seharusnya mengizinkan para pencari 
keadilan memberikan fakta fakta hukum 
selama itu tidak melanggar undang-undang 

karena prinsip hukum pidana adalah men-
cari kebenaran materil dan bukan formil.  
Namun tidak semua permohonan pemerik-
saan saksi dapat dilakukan dan diterima o-
leh pengadilan. Seperti pada kasus Schapelle 
Leigh Corby yang permohonan untuk peme-
riksaan melalui teleconference atau wawan-
cara jarak jauh tidak dapat diterima padahal 
penasehat hukum Corby Erwin Siregar men-
dalilkan bahwa penggunaan teleconference itu 
merupakan instrumen untuk mencari ke-
benaran materiil. Akan tetapi, Mahkamah A-
gung tidak menerima pemeriksaaan saksi 
melalui teleconference, dengan dalil bahwa 
sistem hukum civil law, yurisprudensi bersi-
fat persuasif. “Sehingga tak ada kewajiban 
bagi hakim di Indonesia menggunakan tele-
conference dan bukan pula keharusan menu-
rut hukum acara pidana yang berlaku di 
Indonesia untuk menggunakan teleconference 
dalam proses pemeriksaan saksi. 

Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Ja-
uh (Teleconference) pada Persidangan di Ma-
sa Pandemi Covid-19 dianggap sah apabila 
mendapat persetujuan dari pihak hakim ser-
ta tidak memungkinkan saksi untuk meng-
hadiri persidangan dikarenakan terha-lang 
oleh jarak. Disamping itu saksi juga membe-
rikan bukti yang sah pada saat teleconference. 
Disamping itu saksi harus memenuhi be-
berapa syarat agar kesaksian saksi secara te-
leconference dapat dianggap sah diatarnya 
adalah saksi harus mengucapkan sumpah, 
pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) 
KUHAP. Keterangan saksi bisa dinilai alat 
bukti jika saksi melihat sendiri, saksi men-
dengar sendiri, dan saksi mengalami sendiri, 
hal ini diatur di Kitab Undang-Undang Hu-
kum Acara Pidana Pasal 1 angka 27. Di-
samping penjelasan di atas, keterangan saksi 
harus bersesuaian dengan alat bukti yang 
lain untuk memperkuat keterangan saksi di 
persidangan sehingga keterangaan saksi bisa 
dingaap sah oleh hakim. Berdasarkan pern-
yataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pe-
meriksaan Saksi dalam Perkara Pidana pada 
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Persidangan secara Teleconference di Masa 
Pandemi Covid-19 dianggap sah apabila 
mendapat persetujuan dari pihak hakim ser-
ta keterangan saksi yang disampaikan ter-
hadap apa yang saksi lihat sendiri, saksi de-
ngar sendiri, dan saksi alami sendiri. 

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Saksi 
Jarak Jauh (Teleconference) pada Sidang 
Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 

Pembuktian adalah suatu proses ba-
gaimana alat-alat bukti tersebut dipergu-
nakan, diajukan ataupun dipertahankan, se-
suai hukum acara yang berlaku. Secara garis 
besar pembuktian juga berarti: 1) Ketentuan 
yang membatasi sidang pengadilan dalam 
usahanya mencari dan mempertahankan ke-
benaran. Baik hakim, para pihak yang ber-
perkara maupun penasihat hukum masing-
masing terikat pada ketentuan tata cara pe-
nilaian alat bukti yang ditentukan undang-
undang; 2) Majelis hakim dalam mencari 
dan meletakkan kebenaran yang akan di-
jatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan 
alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam 
undang-undang 

Dalam tahap pembuktian hal utama 
yang dihadapi oleh para pihak (terdakwa, 
jaksa penuntut umum dan penasihat hu-
kum) adalah menghadirkan alat bukti untuk 
meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang 
dikemukakan oleh para pihak. Demikian 
halnya pembuktian terhadap pemeriksaan 
saksi jarak jauh dengan menggunakan tele-
conference. Ditinjau dari segi nilai dan keku-
atan pembuktian atau (The Degree of Evi-
dence) keterangan saksi, agar mempunyai ni-
lai serta kekuatan pembuktian, perlu diper-
hatikan beberapa pokok ketentuan yang ha-
rus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya a-
gar keterangan seorang saksi dapat diang-
gap sah sebagai alat bukti yang memiliki ke-
kuatan pembuktian, harus memenuhi aturan 
dan ketentuan sebagai berikut: 
a. Harus Mengucapkan Sumpah  

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat 
(3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 
ayat (3) “sebelum saksi memberi kete-

rangan wajib mengucapkan sumpah atau 
janji, dan pengucapan sumpah tersebut 
dilakukan sebelum saksi memberikan ke-
terangan, serta dimungkinkan apabila di-
anggap perlu oleh pengadilan dilakukan 
sesudah saksi memberi keterangan”. Na-
mun apabila saksi menolak untuk men-
gucapkan sumpah atau janji tanpa alasan 
yang jelas, maka saksi tersebut dapat di-
kenakan hukuman penjara yang dilaku-
kan berdasarkan penetapan Hakim Ketua 
paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP). 
Tentu saja juru sumpah itu telah dipilih 
oleh lembaga yang berwenang dan mem-
iliki SK untuk menyumpah karena hanya 
juru sumpah yang memiliki hak untuk 
menyumpah secara legal dan sah. 

b. Keterangan Saksi yang Dinilai Sebagai A-
lat Bukti  
Dalam hal keterangan saksi yang mem-
punyai nilai sebagai alat bukti tidak se-
mua keterangan saksi memiliki nilai da-
lam pembuktian. Keterangan saksi yang 
mempunyai nilai pembuktian adalah ket-
erangan yang ditegaskan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Pasal 1 angka 27 yaitu apa yang saksi li-
hat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, 
dan apa yang saksi alami sendiri. 

c. Keterangan Saksi yang Diberikan di Si-
dang Pengadilan  
Agar keterangan saksi dapat dinilai mem-
iliki kekuatan pembuktian maka kete-
rangan itu harus dinyatakan disidang pe-
ngadilan, yang dimana hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 185 Ayat (1).  

Persesuaian keterangan saksi dengan 
alat bukti lain Untuk mengetahui atau men-
dapatkan adanya kesesuaian antar keterang-
an saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pa-
da praktek persidangan sering dilakukan 
konfrontasi dengan saksi atau alat bukti ter-
sebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan a-
tau keterangan saksi yang berbeda ataupun 
bertolak belakang dengan keterangan saksi 
lain atau alat bukti lain, maka akan dicek ke-
benarannya dengan mengkroscek secara la-
ngsung. 
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Apabila syarat-syarat sah keterangan 
saksi tersebut telah terpenuhi, maka kete-
rangan yang telah diberikan oleh seorang 
saksi itu telah mempunyai kekuatan pem-
buktian yang dapat diakui maka keterangan 
saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim 
untuk memberi putusan atas suatu kasus 
tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Un-
dang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terda-
pat ketentuan mengenai saksi yang sah me-
nurut hukum. Yang dimaksud dengan ke-
saksian menurut Karjadi dan Soesilo (1997) 
yaitu ”suatu keterangan dengan lisan di mu-
ka hakim dengan sumpah tentang hal-hal 
mengenai kejadian tertentu yang didengar, 
dilihat, dan dialami sendiri”. Jika ketentuan 
mengenai saksi di atas diterapkan dalam ke-
saksian yang diberikan secara telecomfrence 
dalam persidangan yang memanfaatkan me-
dia elektronik pemeriksaannya, maka dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 1) Keterangan 
saksi di muka persidangan. Penggunaan tele-
confrence dalam hal ini telah menyajikan 
gambar secara detail dan kualitas suara yang 
jelas tanpa gangguan, kemungkinan hakim 
untuk mengetahui secara langsung sorot 
mata, roman muka, maupun bahasa tubuh 
yang ditunjukkan oleh seorang saksi di mu-
ka persidangan sebagaimana secara fisik 
juga terpenuhi dengan menggunakan tele-
confrence. 2) Dengan sumpah terlebih dahu-
lu. Persidangan dengan memanfaatkan tek-
nologi teleconfrence tidak jauh berbeda de-
ngan persidangan biasa, yaitu sebelum 
memberi keterangan saksi wajib mengucap-
kan sumpah atau janji menurut agamanya 
masing-masing, bahwa ia akan memberikan 
keterangan yang benar dan tidak lain dari 
yang sebenarnya. 3) Tentang peristiwa ter-
tentu yang ia dengar, ia lihat dan alami sen-
diri. Sepertinya halnya disetiap persidang-
an, bahwa keterangan saksi adalah salah sa-
tu bukti berupa keterangan mengenai suatu 
peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat dan 
alami sendiri denan menyebut alasan dari 
pengetahuannya tersebut. 

Secara prinsip hukum, penggunaan vi-
deo conference dalam pemeriksaan saksi lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan kete-
rangan saksi di bawah sumpah yang di-
bacakan dalam persidangan sesuai 162 ayat 
(2) KUHAP. Berikut perbandingan antara 
keduanya: 
a. Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) 

KUHAP.  
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), 
sebelum saksi memberi keterangan wajib 
mengucapkan sumpah atau janji, dan 
pengucapan sumpah tersebut dilakukan 
sebelum saksi memberikan kete-rangan, 
serta dimungkinkan apabila dianggap 
perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah 
saksi memberi keterangan. Baik kete-
rangan saksi di bawah sumpah yang di-
bacakan maupun pemeriksaan saksi de-
ngan media video conference, masing-ma-
sing memenuhi ketentuan ini. Keterang-
an saksi di bawah sumpah yang dibaca-
kan, merupakan keterangan saksi di ha-
dapan penyidik yang sudah diambil di 
bawah sumpah. Sedangkan prinsip pen-
gucapan sumpah dalam pemeriksaan sak-
si dengan media video conference sama 
dengan pemeriksaan saksi di persidangan 
yang di hadapkan secara biasa.  

b. Keterangan saksi harus diberikan di si-
dang pengadilan.  
Secara visual saksi tetap hadir pada per-
sidangan dan berhadapan dengan hakim, 
penuntut umum dan penasehat hukum 
terdakwa. Hal ini terkait dengan keyakin-
an hakim yang dimaksud pada Pasal 183 
KUHAP ”Hakim tidak boleh menjatuh-
kan pidana kepada seorang kecuali apabi-
la dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang ber-
salah melakukannya”. Dalam penerapan-
nya, untuk memperoleh keyakinan hakim 
ini pada pemeriksaan saksi di persidang-
an, maka akan dipertimbangkan hal-hal 
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berikut oleh hakim, latar belakang kehi-
dupan saksi, perilaku dan bahasa tubuh-
nya di sidang pengadilan. Penggunaan 
media video conference ini memungkin-
kan hakim untuk mengetahui secara lang-
sung gesture, sikap dan roman muka dari 
saksi yang dihadirkan.  

c.  Penilaian kebenaran keterangan saksi.  
Untuk menilai keterangan beberapa saksi 
sebagai alat bukti yang sah, harus ter-
dapat saling berhubungan antara kete-
rangan saksi dengan alat bukti lain ket-
erangan tersebut sehingga dapat mem-
bentuk keterangan yang membenarkan 
adanya suatu kejadian atau keadaan ter-
tentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menga-
tur beberapa poin yang patut diperha-ti-
kan hakim dalam menilai kebenaran ke-
terangan saksi yaitu: 1) Persesuaian anta-
ra keterangan saksi; 2) Persesuaian kete-
rangan saksi dengan alat bukti lain. 
Untuk mengetahui atau mendapatkan 
adanya kesesuaian antar keterangan sak-
si, ataupun dengan alat bukti lain, pada 
praktek persidangan sering dilakukan 
konfrontasi dengan saksi atau alat bukti 
tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pern-
yataan atau keterangan saksi yang berbe-
da ataupun bertolak belakang dengan ke-
terangan saksi lain/alat bukti lain maka 
akan dicek kebenarannya dengan meng-
kroscek secara langsung. Melalui media 
video conference, kehadiran saksi di per-
sidangan yang sifatnya hampir sama 
dengan hadir pada sidang sebenarnya a-
kan memberikan peluang bagi penegak 
hukum untuk dapat melakukan hal ini. 
Tentunya hal ini akan bertolak belakang 
dengan keterangan saksi di bawah sum-
pah yang dibacakan dalam persidangan, 
dikarenakan kroscek atau konfrontir yang 
dilakukan akan bersifat satu pihak saja, 
yatu terhadap saksi/alat bukti yang hadir 
di persidangan saja. 

d. Alasan saksi memberi keterangan tertentu  
Terhadap suatu keterangan yang diberi-
kan oleh saksi, seorang penegak hukum 
tidak boleh dengan begitu saja menerima 

mentah-mentah hal tersebut. Kadang per-
lu untuk memilah-milah dan mengkaji le-
bih dalam lagi mengenai alasan dari ket-
erangan yang diberikan oleh saksi. Ten-
tunya hal ini, dengan bantuan media vid-
eo conference akan dapat dilakukan. Se-
baliknya dengan keterangan saksi di ba-
wah sumpah yang dibacakan dalam per-
sidangan, penegak hukum hanya dapat 
menerima hasil keterangan saksi di ha-
dapan penyidik tersebut tanpa bisa me-
nggali lebih dalam mengenai hal tersebut. 

e.  Klarifikasi terhadap keterangan saksi oleh 
penegak hukum.  
Penggunaan video conference merupakan 
satu sarana untuk dapat mencari kebena-
ran materiil. Para pihak yang terlibat, yai-
tu hakim, Penuntut Umum dan penasehat 
hukum dapat mendengar langsung kete-
rangan saksi dan dapat menguji kebena-
ran tersebut. Dalam persidangan meng-
gunakan teleconference, saksi juga hadir 
dalam ruang sidang namun secara virtu-
al. Jadi, sebenarnya tidak ada bedanya 
baik saksi atau tidak di ruang sidang. Se-
mua pihak boleh menguji keterangan dari 
saksi.  

Menelaah kembali ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-
HAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, sepintas 
memang ketentuan tersebut mensyaratkan 
kehadiran saksi secara fisik di muka persi-
dangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di 
muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi 
melalui teleconference juga termasuk peme-
riksaaan hakim yang langsung dan lisan. 
Apabila berdasarkan KUHAP, yang dinilai 
sebagai alat bukti dan yang dibenarkan 
mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya 
terbatas kepada alat bukti yang tercantum 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan 
kata lain, sifat dari alat bukti menurut KU-
HAP adalah limitative atau terbatas pada 
yang ditentukan saja. Akan tetapi KUHAP 
bukanlah satu-satunya undang-undang pi-
dana formil yang mengatur mengenai keten-
tuan pembuktian. 

Penafsiran hukum terhadap beberapa 
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ketentuan yang menyangkut hukum acara 
pidana merupakan terobosan yang perlu 
dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai 
tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut di-
perlukan agar Hakim tidak terpaku pada 
apa yang tercantumm adalam hukum acara 
yang berlaku yang mengakibatkan suatu ke-
tidakadilan bagi para pencari keadilan. Had-
irnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Saksi dan Kor-
ban Pelanggaran HAM berat, Undang-Un-
dang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pember-
antasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2003 Ten-
tang Tata Cara Perlindungan Terhadap sak-
si, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim 
dalam perkara Terorisme, UndangUndang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dan Undang-Un-
dang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Ten-
tang Perlindungan Saksi dan Korban, meru-
pakan tonggak kemajuan dalam menyikapi 
pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) 
memberikan sedikit solusi dalam hukum a-
cara pidana. 

Diterima atau tidaknya suatu alat buk-
ti di persidangan khususnya dalam pemeri-
kasaan saksi jarak jauh (teleconference) diten-
tukan oleh hakim. Namun tidak semua ket-
erangan saksi yang diterima di dalam per-
sidangan adalah layak dipercaya. Pengala-
man dan analisis hakim merupakan patokan 
dan panduan terbaik yang dapat digunakan 
untuk menetukan mana yang layak atau tid-
ak. KUHAP merupakan payung hukum da-
lam hukum acara pidana, maka untuk mem-
buktikan suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi khususnya pada pemeriksaan saksi 
dengan menggunakan media elektronik, 
yang menyatakan terdakwalah yang bersa-
lah melakukan tindak pidana tersebut, maka 
harus dihadirkan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah dan dari alat-alat bukti 
tersebut hakim memperoleh keyakinan. Ke-
yakinan hakim sangat menentukan sah atau 
tidaknya alat bukti tersebut. 

Perbandingan kekuatan pembuktian 
keterangan saksi yang hadir secara fisik da-
lam persidangan dan saksi secara teleconfer-
ence terbukti lebih kuat keterangan saksi 
yang hadir secara fisik dalam persidangan, 
dikarenakan pada saat teleconference hakim 
akan kesulitan untuk melihak mimik dan 
gerak gerik badan saksi pada saat menjadi 
saksi maupun mengucapkan sumpah, apa-
lagi terdapat gangguan sinyal ketika pihak 
saksi memberikan kesaksiaanya kepada ha-
kim. Namun meskipun demikian dapat di-
anggap sah apabila saksi memenuhi syarat 
menjadi saksi serta apa yang menjadi kesak-
siannya dapat diterima oleh hakim.  

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan 
Saksi Jarak Jauh (Teleconference) pada Sidang 
Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 yaitu 
pembuktian secara teleconfrence dapat dika-
takan kuat apabila saksi sudah mengatakan 
sumpahnya, saksi melihat, mendengar, dan 
mengalami sendiri, serta kesaksian saksi se-
jalan dengan alat bukti lainnya. Meskipun 
saksi bersaksi secara virtual namun apabila 
syarat kesaksian di atas dipenuhi maka da-
pat dikatakan bahwa pembuktian saksi se-
cara virtual kuat.  

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan da-
pat diambil beberapa kesimpulan yang da-
pat dideskripsikan yaitu  terkait dengan pe-
nggunaan alat elektronik berupa teleconfer-
ence sebagai alat teknologi yang menayang-
kan secara langsung saksi memberikan ket-
erangan dalam persidangan perkara pidana 
adalah Legal/Sah guna memperoleh kebe-
naran materil yaitu kebenaran selengkap-
lengkapnya dengan menerapkan ketentuan 
KUHAP prinsipnya tidak melanggar ke-
tentuan Undang-Undang yang berlaku dan 
sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat se-
bagai berikut: a) Saksi harus mengucapkan 
sumpah terlebih dahulu. b) Keterangan saksi 
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dinyatakan se-cara lisan melalui alat komu-
nikasi audio visual/telconfrence di persi-
dangan. c) Isi kete-rangan harus mengenai 
hal yang saksi lihat, saksi dengar, dan alami, 
serta menyebutkan alasam dari pengetahu-
annya itu. d) Keterangan saksi itu saling ber-
sesuain satu sama lain.  

Sedangkan Kekuatan pembuktian ke-
saksian melalui video conference dalam per-
sidangan perkara pidana adalah kuat. Na-
mun jika dibandingkan dengan kekuatan 
saksi yang yang hadir secara fisik maka ke-
kuatan saksi yang yang hadir secara fisik le-
bih kuat daripada kekuatan saksi yang hadir 
secara virtual, hal ini dikarenakan pada saat 
virtual sang hakim tidak bisa secara jelas 
memperhatikan mimik wajah saksi seperti 
ketika saksi hadir secara fisik di pengadilan. 

Saran  

Diharapkan kepada pihak lembaga yu-
dikatif agar dapat melengkapi rancangan ki-
tab undang-undang hukum acara pidana In-
donesia khususnya dalam pemberian ket-
erangan saksi melalui media elektronik agar 
menjadi payung hukum yang kuat.   
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